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PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARIO

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARIO
NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSIDAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

ek

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARIO,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka
perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokek, Fungsi dan
Susunan Organisasi Dinas Keséhatan Kabupaten Sukoharjo;

bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perhi diatur dengan
Peraturan Daerah. '

: Undang—undang Nomor 13 Tabun 1950 tentang Pembentukan

Daerah—daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah; :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomot 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890); . -

Undang-undang Nomor 22 _Tah,un. 1999 tentang Pemerintahan.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); '

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Kegangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848); '

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nemor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 165). -

Dengan persetujuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARIO

Menetapkan

T
P

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUKOHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1'

;Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

@ s TP

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukohatjo.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo. -

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan vyang menunjukkan tugas,

- tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat
mangdiri.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelakana operaswnal Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di

lapangan.
BAB 1T .
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Keschatan Kabupaten

Sukoharjo.-



(2) Pada Dinas Kesehatan dibentuk UPTD yang terdiri atas:
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Pusat Kesehatan Masyarakat I Sukoharijo;
Pusat Kesehatan Masyarakat II Sukoharjo;
Pusat Kesehatan Masyarakat [ Nguter,
Pusat Keschatan Masyarakat IT Nguter;
Pusat Kesehatan Masyarakat | Tawangsari;
Pusat Kesehatan Masyarakat I Tawangsari;
Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu;

Pusat Kesehatan Masyarakat Weru,

Pusat Kesehatan Masyarakat Bendosari;
Pusat Kesehatan Masyarakat I Polokarto;
Pusat Kesehatan Masyarakat II Polokarto;
Pusat Kesehatan Masyarakat I Mojolaban;

. Pusat Kesehatan Masyarakat IT Mojolaban;

Pusat Kesehatan Masyarakat I Grogol;
Pusat Kesehatan Masyarakat IT Grogol;
Pusat Kesehatan Masyarakat [ Baki;
Pusat Kesehatan Masyarakat I1 Baki;
Pusat Kesehatan Masyarakat I Gatak;
Pusat Kesehatan Masyarakat [I Gatak;
Pusat Kesehatan Masyarakat I Kartasura;
Pusat Kesehatan Masyarakat II Kartasura;
Unit Gudang farmasi;

w. Unit Laboratorium.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten,
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung

Pasal 3

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas
Desentralisasi di bidang Kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan,
Pencegahan dan Pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan

kesehatan keluarga.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat {2}

Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Kesehatan;
b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum:;
¢. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Keschatan.

(4) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Keschatan di
lapangan yang berfungsi melaksanakan sebagaian tugas Dinas Kesehatan

sesuai lingkup tugasnya.
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(5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Keschatan sebagaimana
dimaksud ayat (2) dari (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

Bagian Tata Usaha; :

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan;

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

Sub Dinas Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Sub Dinas Kesehatan Keluarga;

Kelompok Jabatan Fungsional;

UPTD. o

Mo oo o

0a

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini
terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Kepegawaian,
¢. Sub Bagian Kevangan;
d. Sub Bagian Umum.

¢3) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
Pasal ini terdiri atas:
a. Seksi Rumah Sakit;
b. Seksi Puskesmas;
¢. Seksi Kesehatan Khusus;
d. Seksi Kefarmasian.

(4) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf ¢ Pasal ini terdiri atas:
a. Seksi Pengamatan Penyakit; -
b. Seksi Pencegahan Penyakit;
¢. Seksi Pemberantasan Penyakit.

- (5) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1
~ huruf d Pasal ini terdiri atas: ‘

Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;

Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;

Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman;

Seksi Peran Serta Masyarakat;,

Seksi Institusi..

P ROOE

{6} Sub Dinas Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e
Pasal ini terditi atas: o
a. Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
b. Seksi Gizi; '
¢. Seksi Kesehatan Anak;
d.  Seksi Keschatan Usia Lanjut.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f
Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil ang sejenis dan jenjang
jabatannya sesuai peraturan perundang-undan gan yang berlaku.
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(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)
huruf a, b, ¢ dan d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(3) Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf

b, ¢, d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4), (5),
{6) dan (7) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.

(5) Kelompok Jaba_tan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas, _ '

!“"(6) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Eselon
.Pasal 7
(lj Kepala Di.nas adalah Jabatan Eselon IIb, |

{2) Kepala Sub Dinas dan Kepaia Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon
Hla. ' ‘

(3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD adalah Jabatan
Eselon IVa.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 8

(1) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati. :
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(2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dan Kepala
UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas
Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Dinas
Keschatan ~ Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap
menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat -
Struktural Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Kedudukan Rumah Sakit Umum Kabupaten Sukoharjo tetap berpedoman
pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor
18 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Sukoharjo dan eselonering jabatan
di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
tetap berlaku sepanjang belum diubahv/diganti dengan ketentuan vang
baru.

BAB VIil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal {0
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat IT Sukoharjo Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat 1T
Sukohatjo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan

Masyarakat se Kabupaten Daerah Tingkat 1I Sukcharjo dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal £1
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo.
Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001
Diundangkan di Sukoharjo |
Pada tanggal 30 Maret 2001 ‘ BUPATI/STKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2001 NOMOR: 22



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH - KABUPATEN SUKOHARJO
_ NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-
AN ORGAN1ISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUKOHARJO :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA
]
BAGLAN
TATA USAHA
“IKELOKPOK JAB.
FUNGSIONAL — } ! | |
SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG
PERENCANAAN | | KEPEGAWATAN |1 KEUANGAN UHUN
l | [ i
SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
PE{AVANAN PENCEGAMAN DAN |1 ! PENYEHATAN LING- KESEHATAR
KESERATAN PENBERANTASAN RUNGAN DAN BEN~ KELUARGA
PENVAKIT BERDAYAAN MASYA.,
1 -E o ] 1
SERSI SEKST . SERS1 SEKS]
L RUMAN SAXIT 1L PENGAMATAN [l  PENYEWATAN_ ||| KESEMATAN Isu
PENYAKTT TENPAT-TENPAT DAN KELUARGA
E : UnOM RERENCANA
SEYS1 SEKSI SEKST SEKSI
| PUSKESMAS |~ PENCEGAHAN (|- PENGAWASAN | Glil
PENYAKIT Tl KUALITAS AIR
DA% LINGKUNGAN
SEKSI SEKST PEMBERAL- SERST SEKS]
| eSERATAN  [LoiTASAN PENVAXIT |1l PENYEHATAN | IIKESEHATAN ANAK
KAUSUS - MAKAYAN DAN _
*MINUMAN
~ SEKS1 SEKSI SEYS1
KEFARMAS 1 AN | PERAN SERTA | L|XESEHATAN USIA
1 NASYARAKAT LARIUT
SEKS!
L] msTiTist
¥PTD 1
BUPATI/ JUKOHARJIO,

BAMBANG RIYANTO




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARIO
' NOMOR 18 TAHUN 2001 5

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJQ

I PENJELASAN UMUM

Berdasarkan tndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan
Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan Pemerintah,

P

emerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat’ Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000,

Peraturan Daerah ini mengatur;

a.
b.
c.

Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukohario;
Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo,
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo secara garis
besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan
Bupati; . »
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas
Bagian Tata Usaha, 4 Sub Dinas, 4 Sub Bagian, 16 Seksi, 23 UPTD, dan
Ketompok Jabatan Fungsional;
liseion Jabatan:
Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon lib;
- Kepala Bagian, dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon 1i1a;
- Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon
iVa;
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub
Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD.

LI. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 . Cukup Jelas.

Pasal 3ayat (1) :  Cukup Jelas.

Pasal iayat (2) © - Yang dimaksud pelaksanaan tugas dfi bidang pelayanan

kesehatan adalah tugas pembinaan pelayanan kesehatan
Rumah Sakit Umum Negeri dan Swasta, Rumah Sakit
Khusus  Negeri dan  Swasta, Puskesmas, usaha
penyelenggaraan sarana kesehatan dan tugas lain yang
berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang pencegahan
dan pemberantasan penyakit adalah tugas pengamatan dan
pemberantasan penyakit menular, penanggulangan wabah,
imuntsasi  dan tugas lain yang berkaitan dengan
pencegahan dan pemberantasan penyakit,
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Pasal 3 ayat (3)
hurut

Pasal 4'v/d 7
Pasal 8 avai (1)

Pasat 8 ayat (2)

Pasal 9 s/d 11

-7 .

- Yang dimaksud pelaksanaan, tugas di bidang penyehatan
lingkungan adalah penyelengparaan kebersihan tempat
smum.  pengawasan kualitas  ajr dan lingkungan,
pengawasan makanan dan minuman dan tugas lain yang
herkaitan dengan penyehatan lingkungan. -

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
keluarga adslah pemeriksaan dan pelayanan kesehatan ibu,
anak dan keluarga, penyelenggaraan KB, pembinaan gizi
dan  tugas lain'yang berkaitan dengan kesehatan keluarga,

- Yang dimaksud'pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan
Mmasyarakat adalah tugas  bimbingan pemberddyaan -
masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap
dan perilaky hidup bersih dan sehat dan tugas lain yang
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat d; bidang |
kesehatan, '

Yangfﬁ;dn’maksud perumusan kebijakan teknis Sesuai dengan
lingkiip tugas  Dinas Kesehatan * adalah perumusan
pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan,

Pengawdsan, dan pengkoordinasian pelaksanaan, tugas -
Dinas ‘Kesehatan,

Cukup felas.

Cukup Jelas,

Bupati . dalam melimpahkan kewenangannya kepada -
Sekretaris  Daerah untuk mengangkat dan Mmemberhentikan
Kepala Sup Bagian pada Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,
dan Kepala UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 74



